
GUBERNUR JAWA BARAT, 
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023; 

b. bahwa dengan adanya penyesuaian program kegiatan pada 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat, perlu dilakukan penyelarasan terhadap Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa 
Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 700); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerin 
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6866); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 590); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan 
Lembar daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, 
Tambahan Lembar daerah Nomor 236); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 
6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 64); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 262); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 252); 
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Drs. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, SH 
Pembina Utama Muda 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

Pasal II 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Pasal I 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubemur Jawa Barat 
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Serita Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35), diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

11. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2024-2026 (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2023 Nomor 25); 

12. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2024 (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2023 Nomor 35); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUSERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 35 
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2024. 

Menetapkan 
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Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

ttd

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
                 JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

ttd

BERITA DAERAH JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 49

 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM




